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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan 

tentang Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Manumutin Silole Kecamatan 

Sasitamean Kabupaten Malaka dengan fokus pada Transparansi Pengelolaan dana desa 

dan ketersediaan informasi yang memadai. Ditinjau dari tersedianya informasi yang 

memadai sudah cukup baik, pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan 

pemerintah desa terhadap dinilai cukup baik, meningkatnya partispasi masyarakat dalam 

pembangunan cukup baik, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sudah cukup baik juga, sehingga secara keseluruhan melihat transparansi 

penggunaan dana desa di Desa Manumutin Silole sudah berjalan dengan cukup baik.  

1. Tersedianya informasi yang memadai tentang Pada setiap proses penyusunan dan 

implementasi kebijakan publik. Pemerintah Desa Manumutin Silole sudah cukup baik 

karena dilaksanakan secara terbuka, memberikan informasi mengenai penggunaan 

dana desa baik secara nominal maupun rancangan pengalokasian dana dalam setiap 

program kegiatan yang akan dilaksanakan, disampaikan kepada seluruh masyarakat 

desa dan tokoh masyarakat melalui forum desa. Ketersediaan informasi juga 

dilakukan dengan papan informasi dalam bentuk reklame serta pembuatan prasasti 

setiap pembangunan proyek selesai. 

2. Pengetahuan masyarakat tentang dana desa. Menunjukan hasil yang cukup baik hal ini 

dikarenakan adanya berbagai bentuk respon daya tanggap masyarakat desa 

Manumutin Silole dan pemerintah desa, pengetahuan masyarakat tentang dana desa 

dilihat adanya pemahaman masyarakat yang telah mengetahui program apa saja yang 

akan dilaksanakan dan bagaimana pengalokasianya.  

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Menunjukkan hasil 

yang cukup baik hal ini dibuktikan melalui pemberdayaan masyarakat lokal desa 

dalam pembangunan desa melalui program padat karya selama masyarakat memiliki 

kemampuan untuk melaksanakanya. 

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan dana desa. Dilihat dari dimensi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Manumutin Silole menunjukan hasil 

yang cukup baik dimana upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip partisipasi 

masyarakat baik dalam pembangunan desa tahap pelaksanaanya dengan model padat 
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karya sehingga terjadi simbiosis hubungan saling menguntungkan antara pemerintah 

desa dengan masyarakata desa.  

 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

Agar penggunaan dana desa menghasilkan dampak yang positif yang lebih baik lagi 

demi kemajuan desa, pemerintah desa Manumutin Silole perlu melakukan pemetaan  

potensi desa sehingga harus diutamakan misalkan potensi wisata. 
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